DIy

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

ASEAN

INDONESIA

Bahan Ditjen Migas

Pada Rapat Dengar Pendapo '
Komisi VII DPR RI

elsme| |

Jakarta, 13 September 2023
Aaraiamwma

€ www.migas.esdm.go.id Halo Migas Ditjen Migas W | @halomigas | @halomigas © | Halo Migas Ditien Migas @3 | contact CenterESDM 136

XK

XX

50

KON

<O

/N

G

AN

= NGNFINZINFNGINFINFZINFIN N NN NN NN AN

/N

($X¢

X

UMY,

(oK



8]0 HARGA JUAL ECERAN dan HARGA ECERAN TERTINGGI LPG 3 KG

O Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 kg

Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2007 jo. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2019

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2021

(1) Menteri menetapkan harga patokan dan harga jual eceran LPG Tabung 3 Kg .

(2) Menteri menetapkan harga patokan LPG Tabung 3 Kg setelah mendapatkan pertimbangan Menteri Keuangan.

(3) Menteri menetapkan harga jual eceran LPG Tabung 3 Kg didasarkan pada hasil kesepakatan instansi terkait yang

dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

O Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg

Permen ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan-dan‘Pendistribusian LPG-jo. Permen 'ESDM' No-28 Tahun 2021

Pasal 24A :

(1) Pemda Provinsi bersama dengan Pemda Kabupateh/Kota ménetapkan harga eceran tertinggi LPG Tertentu untuk Pengguna LPG Tertentu
pada titik serah di sub Penyalur LPGTertentu.dengan /mempeéerhatikan kondisi daerah, daya beli masyarakat, marjin yang wajar, Sarana
dan Fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu.

(2 Harga eceran tertinggi LPG Tertentu terdiri atas:
- harga jual eceran LPG Tertentu (ditetapkan pemerintah saat ini sebesar Rp 4.250/kg termasuk PPN dan margin agen)

- tambahan ongkos angkut Penyalur LPG Tertentu sampai dengan titik serah sub Penyalur LPG Tertentu, dan

- margin sub Penyalur LPG Tertentu,
- termasuk pajak-pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan penetapan harga eceran tertinggi LPG Tertentu

kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
Pasal 33 : Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas harga eceran tertinggi LPG Tertentu sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 24A. ANANAI D aTl=Ya¥Wa a
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éﬂ SANKSI PENYALUR

Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018
tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak,
Bahan Bakar Gas, dan Liquefied Petroleum Gas

Pasal 25 |
Penyalur yang melanggar ketentuan Pasa’aEaQa‘% [19' d

Pasal 3 ayat (5), Pasal 5 ayat (2), |

7 ayat (4), Pasal 8, Pasal 11 ayat .

Pasal 11 ayat (7), Pasal 15 dan/atau Pasal 16 dlber an
sanksi oleh Direktur Jenderal melalui BU-PIUNU berupa
pemutusan Perjanjian Kerja Sama Penyaluran dan
penutupan kegiatan penyaluran BBM, BBG, dan/atau
LPG. HANn g

"JASYA q.: i’
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RINCIAN KETENTUAN

Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan
Liquefied Petroleum Gas

“« Pasal 3 ayat 1,4 dan 5
»

« BU Niaga Migas dalam menunjuk Penyalur wajib mengutamakan koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta
nasional yang terintegrasi berdasarkan perjanjian kerja sama antara BU Niaga Migas dan Penyalur.

* Penyalur hanya dapat menerima penunjukan penyaluran dari 1 (satu) BU Niaga Migas untuk masing-masing jenis BBM, BBG,

atau LPG.
* Pengguna transportasi merupakan kon§umen yang menggunakan!BBM, BBG, dan LPG sebagai bahan bakar untuk segala
bentuk sarana transportasi. | | 1

-a Pasal 11 ayat 1, 6 dan 7 |

oo
* Penyalur LPG wajib memiliki s\;:ga dan.fasilitas penyimpanan (gudang) dan pengangkutan tabung LPG untuk mendukung
Kegiatan Penyalurannya pada wilayah' penyalurannya:

* Penyalur LPG dilarang melaksanakan kegiatan pengisian tabung LPG (bottling plani).
* Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG dan Penyalur wajib menjamin ketepatan berat isi LPG.

@% Pasal 15

Penyalur wajib menjual Jenis BBM Tertentu dan Jenis LPG Tertentu sesuai dengan harga yang ditetapkan Pemerintah, menjual
Jenis BBM Umum dan Jenis LPG Umum sesuai dengan harga yang ditentukan oleh BU Niaga Migas dan Penyalur mendapat
E margin, fee, insentif, atau pengurangan harga dari BU Niaga Migas.
o

Pasal 16 terkait perlindungan konsumen (jaminan ketersediaan, standar dan mutu, harga yang wajar serta safety)
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SANKSI BADAN USAHA KE PENYALUR LPG 3 KG
dan JENIS PELANGGARAN

Sanksi yang diberikan berlaku berurutan dan berjenjang sesuai kesalahan yang
dilakukan dan dapat berupa:

1. Surat Peringatan

2. Skorsing/penghentian kegiatan dan/atau pemotongan alokasi

3. Pemutusan Hubungan Usaha

4. Surat Klaim -

Jenis Pelanggaran Agen dan Pangkalan
Agen tidak memiliki gudang, sarfas/armada tidak sesuai standar

Agen melakukan penyaluran kepada bukan pangkalan, pangkalan fiktif, tidak ada kontrak dengan pangkalan
Agen tidak melakukan penginputan di laporan bulanan di simelon, tidak lapor perubahan pangkalan

Agen menjual ke pangkalan dengan harga tidak sesuai ketentuan

Pangkalan menjual LPG 3 Kg diatas HET, tidak membuat logbook, tidak sesuai penyaluran pada pelaporan
Pangkalan tidak membuat laporan Logbook

Temuan Verifikasi Refill LPG 3 Kg

OO~ [WININ|—
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Sanksi Penyalur LPG PSO dan NPSO per Bulan per Regional

\WIEVEL Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Total
Sumbagut 4 27 13 1 5 1 8 2 61
Sumbagsel 1 5 41 8 2 2 49 7 115
JBB 25 24 37 30 25 48 11 23 223
JBT 1 8 29 6 4 4 2 54
Jatimbalinus 9 16 23 1 4 2 55
Kalimantan 4 3 8 2 2 6 25
Sulawesi 6 5 6 1 10 28
Maluku Papua 1 1
Grand Total 50 81 128 82 39 57, 75,48 2 562
Sanksi SPBE PSO dan NPSO per Bulan'per Regional

Wilayah Jan Feb Mar Apr Ma Jun Jul Aug Sep Total
Sumbagut 1 1 2
Sumbagsel 1 2 5 1 3 12
JBB 15 10 7 59 11 11 13 4 130
JBT 39 1 1 1 1 1 44
Jatimbalinus 2 4 3 1 10
Kalimantan 2 2 1 1 1 2 9
Sulawesi 5 1 2 2 2 12
Grand Total 57 16 15 71 17 13 4 20 6 219
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JENIS PELANGGARAN DAN JUMLAH SANKSI AGEN DAN PANGKALAN LPG
PERIODE 1 JANUARI SD 8 SEPTEMBER 2023

Per 8 September 2023, total
sudah diterbitkan 562 surat sanksi
kepada 547 Lembaga Penyalur
LPG PSO dan 15 Lembaga
Penyalur LPG NPSO. 40% sanksi
diterbitkan di wilayah Jawa Bagian
Barat dan diikuti 20% di wilayah
Sumatera Bagian Selatan

Per 8 September 2023, total sudah
diterbitkan 219 surat sanksi kepada
183 SPBE PSO dan 36 SPBE NPSO.
59% sanksi diterbitkan di wilayah
Jawa Bagian Barat dan diikuti 20%
di wilayah Jawa Bagian Tengah.
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PENYALAHGUNAAN LPG BERSUBSIDI (REKAP AHLI KEPOLISIAN) TAHUN 2023

Jumlah Jumlah

2
o

Kab t Kot N Kab t Kot
abupaten / Kota Kasus o abupaten / Kota

Kasus

Total Kasus : ©3 Kasus

1 Kabupaten Bogor 5 21 Kabupaten Konawe 1

Administrasi : 8 kasus 2 Kota Jakarta Timur 4 22 Kabupaten Konawe Utara 1

Pidana - 55 kasus 3 Kabupaten Garut 3 23 Kabupaten Lombok Tengah 1

4 Kota Bekasi 3 24 Kabupaten Pelalawan 1

5 Kota Jakarta Utara 3 25 Kabupaten Semarang 1

6 Kota Tangerang Selatan 3 26 Kabupaten Serang 1

7 Kabup Inéramayu 2 27 Kabupaten Sinjai 1

&Jﬁabnﬁgampar 2 28 Kabupaten Sukoharjo 1

9 KabupatenKarawiang [ 2 29! Kabupaten Tasikmalaya 1

10 Kabupaten Sidoarjo ; 2 30, Kabupaten Tabanan 1

11 Kﬂjpatenjranathqmb‘lr“-,-; 2 31 Kota Banda Aceh 1

12 Kabupaten.Tegal !l 1L ||V 2 32 Kota Banjar 1

13 Kota Jakarta Barat 2 33 Kota Bogor 1

14 Kota Jakarta Selatan 2 34 Kota Depok 1

15 Kota Padang 2 35 Kota Jakarta Pusat 1

m Pelanggaran Administrasi 16 Kota Pekanbaru 2 36 Kota Medan 1

(Penyaluran Lintas kab/kota) 17 Kabupaten Deli Serdang 2 37 Kota Pangkal pinang 1

m Pelanggaran Pidana (Pemindahan 18 Kabupaten Blora 1 TOTAL 63
Isi gas) 19 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 1
20 Kabupaten Brebes 1
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Thank

You DO
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For news update and information about Oil & Gas Sectors

Follow our social media:

0 Halo Migas @halomigas
Ditjen Migas

: Halo Migas
© ehalomigas o Ditjen Migas
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Address

GEDUNG IBNU SUTOWO
JL. H.R RASUNA SAID KAV. B-5,
JAKARTA 12910
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